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MARSELINA WATRUTY. “Fungsi Patroli Polisi Dalam Upaya 
Penanggulangan Kejahatan Studi POLSEK Mangkutana 
KabupatenLuwu Timur ”. Di bimbing oleh (Said Karim) selaku 
pembimbing I dan (Wiwie Heryani) selaku Psembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Pelaksanaan Patroli Polisi 
dalam Penanggulangan Kejahatan (2) faktor faktor yang menghambat 
Kepolisian sektor Mangkutana dalam penanggulangan kejahatan. 
 Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Mangkutana Kabupaten Luwu 
Timur, dengan mewawancarai pihak kepolisian khususnya bagian 
Sabhara, Reskrim, dan Intel. Penelitian ini dilakukan dengan  metode 
analisis Kualitatif kemudian di sajiakan secara deskriptif, yaitu mengurai, 
menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup 
semua data yang telah di peroleh sehingga membentuk deskripsi yang 
mendukung kualifikasi kajian ini. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi patroli 
sektor Mangkutana dalam upaya Penanggulangan kejahatan 
dilaksanakan dengan Menjelajah daerah, route dan sasaran  yang telah 
ditentukan serta  melihatadanya kerawanan, MelakukanTindakan Pertama 
di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Tindak Pidana Ringan ( TIPIRING) 
dan tindakan Represif terbatas. jenis patroli  yang dilaksanakan kepolisian 
sektor  Mangkutana ada 4 yaitu patroli roda dua dan roda empat ( 
Turajawali ), patroli Premanisme, patroli pengaturan lalu lintas roda dua 
dan roda empat, patroli pengawalan. Patroli di laksanakan dengan melihat 
waktu dan tempat rawan terjadinya kejahatan. 
 Dan faktor faktor yang menghambat yaitu kurangnya anggota 
Polsek Mangkutana, sarana dan prasarana kurang memadai, kurangnya 
biaya oprasional patroli di kerenakan mobilitas anggota polisi dalam 
berpatroli hanya menggunakan motor dan mobil, dan masyarakat kurang 











MARSELINA WATRUTY. "The Function of the Police Patrol in the 
Crime Management Effort of POLSEK Mangkutana Study in East 
Luwu Regency". In guiding by (Said Karim) as Supervisor I and (Wiwie 
Heryani) as Supervisor II. 
This study aims to determine (1) Implementation of Police Patrol in 
Countering Crimes (2) factors that inhibit the Police Mangkutana sector in 
the prevention of crime. 
This research was conducted at Mangkutana Police of East Luwu 
Regency, by interviewing the police especially Sabhara, Reskrim, and 
Intel. This research is conducted by Qualitative analysis method then 
presented descriptively, that is parse, explain and describe in accordance 
with the problems closely with this research. The use of qualitative 
analysis techniques includes all data that has been obtained so as to form 
a description that supports the qualifications of this study. 
The results of the research indicate that the implementation of the 
Mangkutana sector patrol function in the Crime Response effort is carried 
out by exploring the specified areas, routes and targets as well as viewing 
vulnerability, Conducting First Action at the Place of Case Event (TPTKP), 
Criminal Acts (TIPIRING) and limited Represive measures . The types of 
patrols conducted by the police of Mangkutana sector are 4, namely two-
wheeled and four-wheeled patrols (Turajawali), Premanisme patrols, two-
wheeled and four-wheeled traffic control patrols, guard patrols. Patrols are 
carried out by looking at time and place prone to crime. 
 
And factors that inhibit the lack of members of the Mangkutana 
Police Sector, inadequate facilities and infrastructure, the lack of patrol 
oprasiona costs in the mobility of police personnel in patrol only 
motorcycles and cars, and the community is less proactive in assisting the 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi ini sering kali terdengar terjadinya tindakan 
kriminalitas yang menyebabkan banyak orang merasa takut hidupnya dan  
tidak nyaman. setiap hari selalu terdengar ada kejahatan dimana 
mana,baik berbentuk premanisme, judi, narkoba, crimestreet. Kriminalitas 
atau tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan manusia yang 
melanggar aturan aturan, norma, bahkan atau sebuah tindakan yang 
membuat banyak orang resah. Tindak kriminal terjadi dimana mana 
misalnya, ditempat umum, disekolah, pasar dan masih banyak lagi. Tindak 
kriminal biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun sekarang ini 
tindakkan kriminal tak pandang bulu, semua kalangan dari yang kecil, 
muda, hingga dewasa dapat melakukan tindak kriminal.  
Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang 
berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan 
tempat lainnya, kejahatan dikota Makassar belum tentu sama cara, dan 
penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kota Jakarta, 
masyarakat senantiasa berproses, dan kejahatan senantiasa mengiringi 
proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari 
kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab 
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pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan 
kejahatannya. 
Dalam kaitanya dengan eksistensi polisi sebagai yang di gelari oleh 
Satjipto Raharjo dengan sebutan “penegak hukum kelas jalan”(dalam 
konotasi positif, yang langsung bekerja dilapangan), maka polisilah yang 
paling banyak berhubungan langsung dengan warga masyarakat 
dibandingkan dengan penegak hukum lain yang berada “dibalik tembok 
tinggi” perkantoran tempat mereka bekerja sehari-harinya. Oleh karena itu 
pula,kualitas dan keberdayaan polisi dalam menanggulangi kriminalitas 
merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan efektif atau 
tidaknya ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dibidang kriminalitas 
yang menjadi tugas pokok aparat kepolisian1 
Polisi Republik Indonesia (POLRI) mengemban tugas-tugas 
kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI). Berdasarkan 
Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2/2002), fungsi kepolisian 
Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu 
Pasal 13 Undang undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia sebagai salah satu aparatur negara memiliki tugas pokok yang 
pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kedua 
menegakkan hokum ; dan yang ketiga memberi perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat2. 
Fungsi patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan untuk 
mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi 
gangguan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Tentunya 
dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan 
tentang kejahatan itu terjadi, keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh 
keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan 
pengungkapan suatu tindak kejahatan diperlukan personil yang 
mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam 
penanggulangannya.3 
Fungsi patroli tidak hanya sebagai fungsi pencegahan tetapi juga 
fungsi penanggulangan kejahatan (Represif)  termasuk dalam sifat patroli 
yang Multifungsi yaitu deteksi, preventif, dan Represif.Patroli polisi 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan sosial masyarakat dan 
budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang 
akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan 
daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi 
kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat 
                                                          
2
 Yoyok Ucuk Suyono, Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hal. 69 
3
 Romanus Ate, Fungsi Preventif Patroli BRIMOB dalam Penanggulangan Tindakan 
Kejahatan, Jurnal S-1 Ilmu sosiatri Volume 1 nomor 1, 2012, hal. 2   
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merasa lebih aman dan adanya perlindungan hukum bagi dirinya. 
Disamping itu, masyarakat juga harus menyadari dan mengakui bahwa 
peran aktif masyarakat dapat turut serta menciptakan keamanan dan 
ketentraman di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. 
Upaya patroli dalam penanggulangan kejahatan ini adalah upaya 
menekan terjadinya kejahatan yang sering terjadi disuatu tempat agar 
kejahatan tersebut dapat berkurang atau tidak terjadi lagi dan juga 
melaksanakan Tindakan Repsesif awal (Repawal) terhadap semua bentuk 
ganguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) lainnya  
guna memelihara keamanan dan ketertiban masyakat. 
Fungsi patroli Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki 
peranan yang sangat penting dalam mencegah maupun Menanggulangi 
terjadinya tindak kejahatan yang ada di wilayah hukumnya 
Untuk mempertajam permasalahan hukum dalam tulisan ini maka 
di fokuskan pada permasalahan terkait “Fungsi Patroli Polisi dalam 
upaya Penanggulangan Kejahatan (Studi Polisi Sektor Mangkutana 
Kabupaten luwu Timur )”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat ditarik 
beberapa poin rumusan masalah yang selanjutnya menjadi bahasan 
dalam skripsi ini, yaitu : 
1. Bagaimana Pelaksanaan Patroli Polisi di Mangkutana Kabupaten 
Luwu Timur dalam upaya Penanggulangan Kejahatan? 
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2. Apakah faktor faktor yang menjadi Penghambat Patroli Kepolisian 
sektor Mangkutana  Kabupaten Luwu Timur  dalam 
Penanggulangan Kejahatan? 
 
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian dalam kaitan poin poin pembahasan 
skripsi ini,yaitu : 
1. Untuk mengetahui pelaksanan patroli polisi dalam penanggulangan 
kejahatan. 
2. Untuk mengetahui faktor faktor penghambat kepolisian sektor malili 
dalam penanggulangan kejahatan. 
 
D. Manfaat Penulisan  
 Manfaat atau kegunaan yang diperoleh dalam skripsi ini, yaitu:  
1. Menambah pengetahuan dalam rangka menunjang 
pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya dan mahasiswa 
fakultas hukum pada umumnya. 
2. Menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para 
penegak hukum (POLRI) pada khususnya dalam mencegah dan 






1. Definisi Polisi 
Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban 
umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang 
menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum 
dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Ini semua berkaitan 
dengan istilah polisi dalam artian formil yaitu mencakup penjelasan 
tentang organisasi dan kedudukan dari pada instansi kepolisian, dan polisi 
dalam artian materiil yang memberikan jawaban terhadap terhadap 
persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi 
bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka 
kewenangan kepolisian secara umum maupun melalui ketentuan-
ketentuan khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
tentang kepolisian.  
Perkataan polisi berasal dari kata kata yunani kuno,yaitu politeia 
yang berarti pemerintahan negara kota. Kata politeia kemudian menjadi 
police dalam bahasa inggris, kemudian politie dalam bahasa belanda, 
selanjutnya menjadi polizey dalam bahasa Jerman, kemudian menjadi 
polisi dalam bahasa Indonesia 
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Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata 
polisi adalah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, 
ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar 
hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara 
yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)4. 
Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan 
kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
2. Tugas, Fungsi dan kewenangan kepolisian 
Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-
undangNomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia  yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 
mengetahui hakikat dari tugas POLRI dapat dilihat dari Undang undang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (UUNo. 2 Tahun 2002) pada pasal 
13 dan pasal 14, yaitu : 
Pasal 13 menyatakan, bahwa : 
Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyrakat. 
b. Menegakkan hukum 
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c. Memberiikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. 
Selanjutnya Pasal 14 : 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 13,Kepolisian Negara Indonesia bertugas: 
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan. 
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan. 
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyaraka, serta keataatan 
warga masyarakat terhadap hukum  dan peraturan perundang 
undangan. 
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 
f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk bentuk pengamanan swakarsa. 
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang undangan lainnya. 
9 
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk 
kepentingan tugas kepolisian. 
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat 
dan lingkungan hidup dari gangguan keteriban dan/atau 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditangani oleh intansi dan/atau pihak yang berwenang. 
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian. 
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang 
undangan 
Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat 
(1) ialah sebagai berikut :  
a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;  
b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang 
dapat mengganggu ketertiban umum ;  
c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit 
masyarakat; 
d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; 
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e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 
administratif kepolisian; 
f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari 
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; 
g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  
h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret 
seseorang; 
i) mencari keterangan dan barang bukti;  
j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;  
k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang 
diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; 
l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan 
pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta 
kegiatan masyarakat; 
m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara 
waktu.  
Pasal 15 ayat (2) juga mengatur tentang kewenangan Kepolisian 
dalam peraturan perundang-undangan lainnya yakni sebagai berikut :  
a) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan 
kegiatan masyarakat lainnya ;  
b) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan 
bermotor; 
c) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;  
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d) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik ;  
e) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, 
bahan peledak, dan senjata tajam ;  
f) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan 
terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;  
g) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian 
khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang 
teknis kepolisian ;  
h) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam 
menyidik dan memberantas kejahatan internasional;  
i) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang 
asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi 
instansi terkait ;  
j) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi 
kepolisian internasional ;  
k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup 
tugas kepolisiaan 
Selain Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi 
kepolisian bertindak penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas 
dan wewenangnya yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan 
11 untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, 
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untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-
wewenang. 
Wewenang adalah hak dan kuasa untuk melakukan sesuatu. 
Tanpa wewenang, maka segala sesuatu yang dilakukan tidak mempunyai 
landasan yang kuat. Agar tindakan khusus dalam melaksanakan dapat 
dianggap sah, pelaku harus diberi wewenang untuk itu, termasuk juga 
polisi.  
Dalam pemberian wewenang, dapat diberlakukan beberapa asas, 
yaitu5 : 
a. Asas legalitas  
Legalitas adalah sesuai dengan hukum (hukum tertulis) ada 
hubungannya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan 
rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yg 
boleh dilakukan dalam masyarakat. Jadi menurut asas ini, segala tindakan 
harus didasarkan pada undang-undang secara jelas, dan tiap tindakan 
yang diperbolehkan atau di haruskan harus disebut secara harfiah dalam 
undang-undang. 
b. Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali  
Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan : “tiada suatu perbuatan 
yang boleh di hukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam 
undang-undang, yang terdahulu dari perbuatan itu”, telah dicairkan 
dengan ketentuan pada pasal 1 ayat (2) dengan kata-kata “apabila ada 
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perbuatan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka 
dipakailah ketentuan yang paling baik bagi tersangkah”. Ayat (2) ini 
sekaligus mencairkan ketentuan umum bagi perundang-undangan yang 
berbunyi : “Undang-undang hanya mengikat untuk waktu mendatang dan 
tidak mempunyai daya surut”. 
c. Asas oportunitas  
Dalam hukum acara pidana, asas inilah yang memungkinkan 
penyimpangan daripada apa yang telah ditentukan dalam undang-undang. 
Dan jelaslah, bahwa bagi POLRI dalam tugas penyidikan perkara berlaku 
asas oportunis. Untuk tugas-tugas represif tindakan-tindakan yang diambil 
POLRI baik sebagai penyidik maupun sebagai penyelidik sudah 
ditentukan dalam KUHAP tapi untuk tugas-tugas preventif tidak ditemukan 
penentuan tindakan-tindakannya.  
Tidak mudah untuk menetukan secara limitatif tindakan-tindakan 
yang harus diambil POLRI, sebab-sebab tindakan yang diperlukan adalah 
situasional, sifat dan bentuk tindakan itu tergantung pada situasi yang 
dihadapi POLRI. Perlu tidaknya suatu tindakan bagaimanakah tindakan itu 
dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, tergantung pada reaksi 
masyarakat terhadap suatu kejadian yang menyangkut ketertiban 
tersebut. Begitu pula untuk tugas-tugas preventif, hal-hal yang dihadapi 
polisi dapat berupa bahaya konkrit dalam sekian banyak nuansanya, atau 
bahaya-bahaya abstrak yang sudah memerlukan persiapan-persiapan 
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polisi. Hal ini memerlukan tindakan-tindakan yang beraneka ragam dan 
bermacam-macam.  
Untuk tindakan-tindakan yang tidak tercantum dalam undang-
undang, asas yang berlaku bagi POLRI adalah asas wewenang kepolisian 
yang tersimpul dalam Putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung) Belanda 
tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan suatu tindakan dapat dianggap 
rechtmatig (sah, sesuai dengan hukum) sekalipun tanpa pemberian kuasa 
secara khusus oleh undang-undang, asal berdasarkan kewajiban menurut 
undang-undang.  
Adapun menurut ukuran kewajiban itu dapat diartikan bahwa 
anggota kepolisian itu harus dapat menilai sendiri secara pribadi apakah 
harus bertindak ataukah tidak. Penilaian pribadi itu bukanlah penilaian 
bebas seenaknya, melainkan yang terikat pada batas-batas kewajiban 
agar tindakannnya masih berada dalam lingkup kewajibannya. Untuk 
dapat menentukan batas-batas kewajiban dan sekaligus untuk membatasi 
tindakan-tindakan kepolisian, maka dipergunakan 4 asas yang semuanya 
merupakan sub-asas dari asas kewajiban itu. Adapun ke-4 asas ini 
adalah6: 
a. Asas keperluan  
Asas ini menentukan bahwa tindakan hanya diambil apabila betul-
betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah 
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terjadinya suatu gangguan. Berarti, andai tindakan yang diperlukan tidak 
diambil, maka tentu sasuatu perlu dicegah akan terjadi.  
b. Asas masalah sebagai patokan  
Asas ini menghendaki tindakan yang diambil akan dikaitkan dengan 
masalah yang perlu ditangani. Berarti bahwa tindakan kepolisian harus 
memakai pertimbangan-pertimbangan yang objektif, tidak boleh 
mempunyai motif pribadi.  
c. Asas tujuan sebagai ukuran  
Asas ini menghendaki tindakan yang betul-betul mencapai sasaran 
ialah hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang 
dikhawatirkan. Ini berarti bahwa sarana yang digunakan dalam tindakan 
itu harus segera dapat dicapainya sasaran.  
d. Asas keseimbangan  
Asas ini menghendaki dalam suatu tindakan kepolisian adanya dan 
dijaganya suatu keseimbangan antara sifat (keras-lunaknya) tindakan atau 
sarana yang diperlukan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu 













B. Patroli Polisi 
1. Pengertian Patroli Polisi 
Berdasarkan kamus bahasa Indonesia patroli memiliki arti yang 
sangat singkat yaitu Perondaan;7  dan berdasarkan surat Keputusan 
Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah salah satu kegiatan 
kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota 
POLRIsebagai usaha mencega bertemunya niat dan kesempatan,dengan 
jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, mempehatikan 
situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bantuk 
ganguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan 
tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan 
umum masyarakat.8 
2. Tujuan Patroli Polisi 
Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat 
untuk mengurungkan bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku 
kejahatan dengan menuntut kehadiaran anggoata Polisi , yang 
memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan 
Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman 
serta rasa tentram kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra 
masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat 




 Mabes Polri,bahan ajaran fungsi tehnis sabara,1997,hal.18 
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serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah 
masyarakat.9 
3. Tugas, Fungsi dan Peranan Patroli Polisi 
a. Tugas patroli Polisi  
Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas POLRI, maka kegiatan 
patroli mempunyai tugas, antar lain: 
1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.  
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat 
dan membina ketentraman masyarakat.  
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum 
masyarakat. 
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, 
termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada 
masyarakat yang membutuhkan.  
5. Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima 
laporan dan pengaduan.  
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan 
memberi perlindungan minimal.  
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi 
terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami dan disaksikan 
serta kegiatan yang dilakukan oleh para petugas patroli 
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dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam 
bentuk laporan. 
8.  Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskam 
swakarsa (siskamling pada pemukiman maupun lingkungan 
kerja/perusahan/proyek vital/instansi pemerintah), maka patroli 
mempunyai tugas melakukan pengecekan/kontrol atau 
pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan 
siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.  
9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) 
Kesatuan Kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas 
KAMTIBMAS di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli 
diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah 
kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan 
dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : 
jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya 
kejahatan dan modus operandi cara melakukan kejahatan.  
10. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian 
(suatu operasi ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak 
pidana/gangguan suatu Kamtibmas tertentu, maka tugas patroli 
diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian 
yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan 
menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas 
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yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama 
berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan.  
11. Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.  
12. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan. 
b. Fungsi Patroli Polisi 
Patroli berfungsi untuk melaksanakan pencegahan dan penindakan 
kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan dalam hal tertangkap 
tangan, memelihara keamanan serta menjaga jiwa dan harta benda dari 
ancaman kejahatan.10 
c. Peran Patroli Polisi 
1) Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya 
mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau 
gangguan kamtibmas.  
2) Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan. 
3) Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat. 
4) Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu 
dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan 
ketertiban masyarakat. 
5) Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat 
dimana polisi menjadi mitra masyrakat dan polisi sebagai bagian 
dari masyarakat. 
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6) Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan 
masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat 
setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah. 
7) Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam 
mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan. 
8) Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat. 
9) Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat 
pada masyarakat. 
10) Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat 
4. Prinsip Patroli Polisi 
Prinsip-prinsip patroli merupakan keterpaduan tugas yang 
dilakukan dandikoordinasikan dengan kegiatan operasional untuk saling 
tukar menukarinformasi pada titik temu sesuai dengan sasaran kerawanan 
daerah, selektifprioritas dengan banyaknya objek dan keterbatasan 
kekuatan maka perlumenentukan objek yang paling rawan sebagai 
sasaran patroli, tindakan represifterbatas dalam hal menentukan 
gangguan Kamtibmas (tindak pidana) petugaspatroli berhak untuk 
melakukan penindakan (represif terbatas) dan merupakan ketanggap-






1. Pengertian Kejahatan  
Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk 
menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan 
demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut 
bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat 
relatife, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. 
Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh 
pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua 
golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahan tapi berat 
ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. 
Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang 
oleh Negara diberi Pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang teganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, 
masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat di definisikan berdasarkan 
adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsure itu dapatlah dirumuskan 
bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak 
pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan 
dalam masyarakat. 
Dalam bukunya, A.S. Alam membagi definisi kejahatan kedalam 
dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from 
the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
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jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam 
perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang 
bukan kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from 
the sociology point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini 
adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
didalam masyarakat.  
Kejahatan dapat digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai 
berikut :  
1. Pengertian secara praktis (sosiologis)  
Pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan 
yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.  
2. Pengertian secara religious  
Menurut sudut pandang religious, pelanggaran atas perintah 
Tuhan disebut kejahatan 
3. Pengertian secara yuridis  
Dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap 
perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum public untuk 
melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.11 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan, A.S. Alam 
menguraikan tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus 
dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut antara lain : 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm)  
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2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam KUHP  
3. Harus ada perbuatan (criminal act)  
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea)  
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.  
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam 
KUHP dengan perbuatan.  
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan 
tersebut.12 
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Di dalam kriminoligi di kenal adanya beberapa teori yang dapat 
dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya 
berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal hal yang berkaitan dengan 
penjahat dan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah 
tentu terdapat hal hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. 
Teori teori kriminologi tentang kejahatan,sebagai berikut : 
a. Teori Asosiasi Differensial 
Dalam teori ini, Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal 
merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya 
semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena 
itu, perbedaan tingkah laku yang conform dan criminal adalah apa dan 
bagaimana sesuatu itu dipelajari. Sutherland lebih fokus kepada koflik 
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budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi deferensial. Dalam hal ini, 
tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan 
menyebabkan seseorang berperilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting 
adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain. Jadi, seseorang 
dapat berbuat jahat karena adanya komunikasi, yang tentunya komunikasi 
ini dilakukan dengan orang yang jahat pula. 
Sutherland mengenalkan versi keduanya pada tahun 1947, ia 
menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari. Berdasarkan 
hal tersebut, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang 
diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak 
diwariskan akan tetapi dapat dipelajari melalui suatu pergaulan yang 
akrab. 
Teori Asosiasi Differsial yang dikemukakan oleh Sutherland dalam 
versi kedua ini adalah sebagai berikut13 : 
1) Perilaku kejahatan dipelajari; 
2) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain 
dari komunikasi; 
3) Dasar pembelajaran perilaku jahat terjadi dalam kelompok 
pribadi yang intim; 
4) Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula: 
Teknik melakukan kejahatan yang terkadang sangat sulit, 
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 Yesmil Anwar & Adang, op.cit, hlm. 76.  
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kadang-kadang sangat sederhana dan arah khusus dari motif, 
dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap. 
5) Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi 
aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan; 
6) Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman 
terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran 
terhadap hukum melebihi definisi-definisi yang tidak 
menguntungkan untuk melanggar hukum; 
7) Asosiasi yang berbeda-beda mungkin beraneka ragam dalam 
frekuensi, lamanya, prioritas, dan insentsitas; 
8) Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan 
pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh 
mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya; 
9) Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi hal itu tidak dijelaskan 
oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut. 
Karena perilaku nonkriminal dapat tercermin dari kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 
Adapun kekuatan teori Differensial Association bertumpu pada 
aspek-aspek14 : 
1) Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab 
timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial; 
                                                          
14
 Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimology, 2007, 
Djambatan, Jakarta, hlm. 91 
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2) Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena 
adanya/melalui proses belajar menjadi jahat; 
3) Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional. 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut 
teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat seseorang dapat dipelajari 
melalui interaksi dan komunikasi.Yang dapat ditemukan dari interaksi dan 
komunikasi dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan 
kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah 
laku) dari perbuatan jahat tersebut. 
b. Teori Anomie 
Teori Anomi menganggap ketidakseimbangan nilai dan norma 
dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-
tujuan budaya lebih ditekankan daripada cara-cara yang tersedia untuk 
mencapai tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam 
masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk 
penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar 
orang menganut norma-norma yang hidup dalam masyarakat dalamwaktu 
yang lama, sementara orang atau kelompok lainnya melakukan 
penyimpangan.  
Dalam perkembangannya, pengertian anomie mengalami 
perubahan yaitu adanya pembagian antara tujuan-tujuan dan sarana-
sarana dalam suatu masyarakat yang terstruktur. Misalnya, adanya 
perbedaan-perbedaan kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan 
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tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia.Konsep anomie yaitu didalam 
masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada 
seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-
sarana yang bisa digunakan tetapi dalam kenyataanya tidak setiap orang 
dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini 
meyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, 
maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai 
tujuan tersebut15. 
Anomie dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan kesempatan. 
Dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial yang dapat diartikan 
bahwa dalam masyarakat terdapat kelas-kelas sosial. Kelas ini dapat 
menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya 
mereka yang mempunyai kelas yang rendah, cenderung mempunyai 
kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan, bila dibandingkan 
dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi.  
Menurut Durkheim, istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan 
sosial akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-niai. Dalam hal ini 
anomie dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis 
yang cenderung melepaskas pengendalian sosial. Keadaan ini akan diikuti 
dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat16. 
Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa teori 
anomie lebih menitikberatkan kepada hubungan erat antara struktur sosial 
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 Yesmil Anwar & Adang, op.cit, hlm. 87. 
16
A.S. Alam & Amir Ilyas, op.cit, hlm. 48. 
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masyarakat dengan penyimpangan tingkah laku individu. Di mana dalam 
suatu masyarakat, tidak ditemukan adanya kesempatan, kemudian 
adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan. 
Kedua faktor tersebut yang menyebabkan masyarakat menjadi frustasi, 
menyebabkan terjadinya konflik, menimbulkan adanya ketidakpuasan 
sesama individu, maka semakin banyak orang yang akan melakukan 
penyimpangan atau bertentangan dengan norma yang berlaku. 
c. Teori Kontrol Sosial 
Teori Kontrol Sosial meletakkan penyebab kejahatan pada 
lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat atau 
mecetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang mempunyaiikatan 
sosial yang lemah (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum 
karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Jika 
seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali 
kecenderungan untuk menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya. Akan 
tetapi, jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusnya ikatan, seseorang 
merasa lebih bebas untuk menyimpang. 
Albert J. Reiss mengemukakan bahwa ada dua macam kontrol, yaitu17 : 
1) Personal Control (internal control)  
Kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak 
mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma 
yang berlaku di masyarakat. 
                                                          
17
A.S. Alam & Amir Ilyas, op.cit, hlm. 62. 
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2) Social Control (kontrol eksternal)  
Kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di 
masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-
peraturan menjadi efektif. 
Dalam Teori Kontrol Sosial, manusia dipandang sebagai makhluk 
yang memliki moral murni, oleh karena itu manusia memiliki kebebasan 
untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, teori kontrol sosial berusaha 
mencari jawaban mengapa seseorang melakukan sebuah kejahatan. 
Teori ini lebih menekankan pada pertanyaan mengapa tidak semua orang 
melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. 
d. Teori Biososiologis 
Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan 
lain – lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari 
aliran antropologi dan aliran sosiologis. Oleh karena ajarannya didasarkan 
bahwa tiap – tiap kejahtan itu timbul karena faktor individu seperti 
keadaan psikisis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor 
lingkungan. Faktor lingkunganitu dapat meliputi sifat individu yang 
diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, 
umur, intelek, tempramen, dan kesehatan. Keadaan lingkungan yang 
mendorong seseorang melakukan kejahatn itu meliputi keadaan alam 
(geografis dan klimatologid ), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan 
keadaan politik suatu negara. 
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e. Teori NKKPn 
Teori NKKPn ini merupakan teori terbaru yang mencoba 
menjelaskan di dalam kejahatan dalam masyarakat. Teori ini sering 
dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di 
masyarakat.Menurut Prof. M. Said Karim dalam kuliah kriminologi bahwa 
rumus teori untuk terjadinya suatu kejahatan adalah : 
  N + K1 + Pn = K2 
Keterangan : 
 N = Niat jahat 
 K1 = Kesempatan 
 Pn = Pelaksanaan Niat 
 K2 = Kejahatan  
Menurut teori ini dalam Kuliah Kriminologi oleh Prof. M. Said Karim 
bahwa: “sebab terjadinya kejahatan karena adanya niat, kesempatan dan 
pelaksanaan niat yang dipadukan. Meskipun ada niat, tetapi tidak ada 
kesempatan dan pelaksanaan niat, mustahil akan terjadi kejahatan. 
Meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat dan pelaksanaan niat 
maka kejahatan tidak akan terjadi. Meskipun niat ada dan kesempatan 
sudah terbuka tetapi tidak ada pelaksanaan niatnya, maka kejahatan juga 
mustahil akan terjadi. 
 
D. Penanggulangan kejahatan 
1. Usaha-usaha Penanggulangan Kejahatan 
Menanggulangi kejahatan mencakup juga kegiatan mencegah 
sebelum terjadinya dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah 
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dan dihukum penjara (lembaga permasyarakatan). John Howard berusaha 
memperbaiki nara pidana atau tahanan dari cara penyiksaaan dan isolasi 
sebagai perwujudan teori pembalasan kearah sistem pembinaan  dan 
pendidikan. Pembinaan pendidikan dilakukan  dengan sistem 
pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato menteri kehakiman 
Dr.Sahardjo yang berjudul  Beringin pengayoman. Upaya membina dan 
mendidik untuk masyarakat kembali, pada hakikatnya bermaksud untuk 
pencegahan atau preventif. Secara metode lebih umum,upaya 
penanggulangan kriminalitas  dilakukan dengan metode Moralistik dan 
metode Abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental 
spritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan 
sebagainya. Sedangakan dengan cara Abolisionistik adalah cara 
penanggulangan bersifat konsepsional yang harus dilaksanakan dengan 
dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musabab dari berbagai 
faktor yang saling berkaitan. Metode pencegahan secara oprasional fisik 
yang dilakukan oleh polantas, juga berbagai cara perondaan dengan 
sistem wilson dan sebagainya. Cara umum yang konsepsional dilakukan 
dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan 
mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode 
yang disampaikan walter C. Rekles dalam The Crime problem, yang 
sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut ;  
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1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi 
pemantapan organisasi, personal dan sarana dan prasarana 
untuk penyelesaian perkara pidana; 
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan 
membendung kejahatan dengan jangkauan ke masa depan; 
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat 
syarat cepat, tepat, murah dan sederhana; 
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan oparatur 
pemerintahan terkait,untuk meningkatkan daya guna dan hasil 
guna dalam penanggulangan kriminalitas; 
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran 
pelaksanaan penanggulangan kriminalitas. 
Penanggulangan kelima unsur tersebut merupakan konsep umum 
yang penerapannya dalam bentuk perintah oprasional harus disesuaikan 
dengan tempat,waktu dan keadaan yang tepat dan selaras dengan kondisi 
masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional 
penanggulangan perlu dipadukan 3 (tiga) kemauan ; political will, social 
will dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan 
berbagai upaya yang perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui 
berbagai macam media melancarkan kehendak pemerintah, serta 
kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau indvidual will, 
berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa 
berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Konsepsi 
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penanggulangan kriminalitas senantiasa dipengaruhi oleh penggalian 
kausa  kriminalitas dan sifat fenomena kejahatan18. 
Kehendak pemerintah atau Political will dibidang penanggulangan 
kejahatan diemban oleh kepolisian sebagai salah satu penyelenggara 
pemerintahan. Kepolisian sesuai dengan fungsinya, yakni; pemeliharaan 
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyaraka, adalah institusi yang 
paling bertanggung jawab dalam penanggulangan kejahatan. 
Penanggulangan dan pencegahan kejahatan dalam bentu oprasional, 
dilaksanakan dengan membangun kemitraan dengan masyarakat19. 
2. Pre-emtif, Preventif dan Represif 
a. Pre-Emtif  
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif di sini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ 
kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi 
hilang meski ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori 
NKK, yaitu ; niat + kesempatan terjadi kejahatan. Contohnya, di tengah 
                                                          
18
Soedjono Dirdjosisworo,1984,op., cit. Hal 21. 
19
 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2005, Perpolisian 
Masyarakat(Polmas), Jakarta, hlm. 2. 
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malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu 
akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada 
waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak 
negara seperti Singapura, Australia dan negara-negara lainnya di dunia. 
Jadi dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi. 
b. Preventif  
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan 
kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin 
mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang 
ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif 
kesempatan ditutup.  
c. Represif  
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan. 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Upaya 
ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang 
tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcemenet) dengan 
menjatuhkan hukuman.  
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk 
menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya 
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merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan 
masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak 
akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat 
berat.  
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari 
sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub 
sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 
pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan 
yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. 
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode 
perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). 
3. Kebijakan Pidana (Penal dan Non penal) 
a. Kebijakan pidana Penal (Penal Policy) 
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan 
(hukum) pidana atau penal  merupakan cara yang paling tua,setua 
peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai 
“older philosophy of crime control”.  Dilihat sebagai suatu masalah 
kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu 
ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi 
pidana. 
Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur 
masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan 
bagian dari suatu lengkah kebijakan (policy). Mengingat keterbatasan dan 
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kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan 
atau intervensi penal sebaiknya dilakukan dengan lebih berhati-hati dan 
cermat.  
Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk 
menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan hal ini 
terlihat dalam praktek perundang undangan selama ini yang menujukan 
bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari 
kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan 
hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan 
normal,seolah olah esksistensinya tidak lagi dipersoalkan. 
Permasalahannya ialah garis garis kebijakan atau pendekatan 
bagamanakah sebaiknya ditempuh  dalam menggunakan hukum pidana 
atau penal itu.Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum 
pidana hendak digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan 
politik kriminal atau “social defence planning” yang ini pun harus 
merupakan bagian integral dari pembangunan hukum. 
Politik kriminal ialah pengaturan atau penyusunan secara rasional 
usaha usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari 
kebijakan kriminal ialah ”perlindungan masyarakat” untuk mencapai tujuan 
utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan 




b. Kebijakan Non Penal  
Usaha usaha yang rasional untuk mengendalikan atau 
menanggulangi kejahatan (politik kriminal), barang sudah tentu tidak 
hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga 
menggunakan sarana sarana non penal. Usaha usaha non penal ini 
misalnya penyantunan dan pendidikan moral, agama, dan sebagainya ; 
peningkatan usaha usaha kesejateraan anak dan remaja ; kegiatan patroli 
dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat 
keamanan lainnya dan sebagainya. Usaha usaha non penal ini dapat 
meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial20 
Menurut G.P.Hoefnagels kebijakan kriminal dapat meliputi ruang 
lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangankejahatan dapat di 
tempuh dengan : 
a. Penerapan hukum pidana (criminal law aplication) 
b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) 
c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahat dan 
pemidanaan lewat media massa (inflencing views of society on 
crime dan punishment mass media)21.  
Secara kasar dapat dibedakan bahwa penanggulangan kejahatan 
lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan / 
pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Dikatakan 
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 Barda Nawawi Arif. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam  
Penanggulangan Kejahatan, Kencana. (Jakarta 2001), hlm 77   
21
Paulus Hadisuprapto, 2003, Op.,cit, hlm.119 
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sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada 
hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif secara luas22 
Kaitannya dengan upaya upaya preventif atau pencegahan 
kejahatan pada umumnya mengatakan bahwa dalam perkembangannya, 
kebijakan kriminal berkembang kearah tindakan tindakan proaktif yang 
ternyata lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam 
memerangi kejahatan. Tanggung jawab pencegahan kejahatan diperluas 
mencakup lembaga lembaga dan individu diluar sistem peradilan pidana. 
Kejahatan dianggap permasalahan masyarakat. Ketertiban masyarakat 
dalam pencegahan kejahatan dapat berupaa Informasi Tribunal yang 
dapat menyelesaikan kasus kasus sekolah ditempat kerja atau 
dikelompok rukun tetangga, oleh anggota masyarakat biasa. Secara 
tradisional, tujuan sistem peradilan pidana (upaya penal) bersifat represif 
sebab terjadinya tindak kejahatan. Pencegahan  kejahatan (upaya non 
penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan 
berbagai  area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya 
kejahatan. Bentuk dari ketertiban masyarakat nampak dari upaya 
pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan atau 
pencegahan situasinal  dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam 
penggunaan sarana kontrol sosial informal. Perkembangan terakhir  
terarah pada peningkatan keseimbangan kejahatan yang berorientasi 
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Sudarto, 1981, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm 118 
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pada pelaku atau offender-centred crime prevention dan berorientasi pada 
korban atau viktim-centred prevention23, 
Atas dasar pandangan diatas dapat dikemukakan bahwa kebijakan 
kriminal jalur non penal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang 
terarah pada upaya Preventif (pencegahan, penangkalan, pengendalian) 
sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya non penal mencakup pula secara 
makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha usaha peningktan 
kesejateraan dan perlindungan pada satu pihak  lain. Disamping itu, perlu 
pula di tingkatkan peran serta masyarakat lewat kelembagaanya baik 
bersifat formal maupun informal dalam pencegahan terjadinya 
kejahatan24. 
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Muladi, 1996 Aspek Internasional Kebijakan Kriminal Nonpenal, makalah disampaikan 
dalam seminar pendekatan nonpenal dalam penanggulangan kejahatan, semarang, 
hlm, 2. Dalam Paulus Hadisuprapto,  
24






A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian adalah Kepolisian Sektor (POLSEK) Mangkutana 
Kabupaten Luwu Timur. Lokasi tersebut dipilih guna memenuhi berbagai 
data dan informasi yang sesuai dan dibutuhkan untuk menyelesaikan 
pembahasan penelitian ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :  
1. Data Primer  
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data25  
di POLSEK Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. 
2. Data Sekunder  
Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 
buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.  
Maka data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan 
perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, dan bacaan-
bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam 
penulisan skripsi ini 
                                                          
25
 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta; PT 
RajaGrafindo Persada, 2004, hal.30   
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, 
penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data tersebut:  
1. Penelitian lapangan  
Untuk mengumpul data primer, penulis menggunakan penelitian 
lapangan dengan dua cara yaitu :  
a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan melakukan 
pengamatan guna memperoleh data yang di perlukan baik primer 
maupun data sekunder. 
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab 
yang dilakukan secara langsung pada responden dalam hal ini 
adalah pihak kepolisian, dan segala pihak yang terkait dalam 
penelitian penulis. 
2. Penelitian kepustakaan  
Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder 
dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan 
dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), 
peraturan perundang-undangan dan instansi yang terkait di dalamnya.  
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara 
kualitatif kemudian di sajikan secara deskripsi, yaitu dengan mengurai, 
menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif 
mencangkup semua data yang telah di peroleh, sehingga membentu 
deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Untuk menjawab Rumusan masalah, maka penulis melakukan 
penelitian di Kepolisian sektor Mangkutana. Wilayah hukum POLSEK 
Mangkutana dibagi empat kecamatan yaitu kecamatan Mangkutana, 
Tomoni, Kalena kiri, Tomoni timur, dan 39 desa dan satu kelurahan 
dengan luas keseluruhan wilayah 1.665.630 Ha atau 1.885,94 km2 . 
jumlah penduduk wilayah hukum Polsek Mangkutana berjumlah  68.463 
Jiwa. 
Batas wilayah hukum Polisi Sektor Mangkutana : 
1. Sebelah utara dengan polsek Pamona selatan ( SULTENG) 
2. Sebelah timur berbatasan dengan polsek Malili 
3. Sebelah barat berbatasan dengan polres Luwu Utara 
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Polsek Wotu 
 
A. Bagaimana Pelaksanaan Patroli Dalam Upaya Penanggulangan 
Kejahatan 
Adapun pelaksanaan patroli polisi sektor Mangkutana dalam upaya 
Penanggulangan Kejahatan sesuai dengan standar operating prosedures 
(SOP) yaitu  
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1. Menjelajah daerah, route dan sasaran  yang telah ditentukan 
serta  melihat adanya kerawanan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di kantor Polsek 
Mangkutana, daerah yang di anggap  rawan yaitu: 
Tabel 1:  Daerah Rawan Kejahatan di Wilayah hukum Polsek 
Mangkutana 
 









b. Teromu Penganiayaan, pencurian 















b. Mandiri Penganiayaan,pencurian 
c. Bringinjaya Penganiayaan, curanmor 
d. Tadulako Pengancaman, curanmor 
e. Rante mario Penganiayaan, pencurian 





b. Patengko Penganiayaan, pencurian 
4
. 
Kalena Kiri a. Non blok Pencurian, pengancaman 
b. Sumber 
Agung 
Penganiayaan, curanmor, KDRT 
Sumber: kantor Polsek Mangkutana 2017 
Pelaksaan patroli diwilayah hukum Polsek Mangkutana yang 
seharusnya dilakukan pada jam yang dianggap rawan terjadinya suatu 
kejahatan yaitu pada siang hari, sekitar pukul 14.00 – 16.00 dan pada 
malam hari diatas jam 22.00 di daerah-daerah rawan terjadinya kejahatan 
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dalam pelaksanaannya patroli kepolisian Mangkutana belum maksimal 
dan belum secara berkala melakukan patroli dalam menjelajah sasaran 
atau Route tempat tempat rawan kejahatan.  
Kanit Sabhara AIPTU Sumantri mengatakan bahwa upaya 
kepolisian sektor Mangkutana dalam melakukan patroli pada jam-jam 
rawan dan tempat-tempat rawan terjadinya kejahatan pelaksanaannya 
tidak secara rutin, pelaksanaannya hanya di sesuaikan dengan Program 
kerja pelaksanaan jenis patroli Roda empat dan roda dua (TURJAWALI). 
Sasaran daerah-daerah Patroli yaitu ; 
Tabel 2 : Sasaran patroli polisi di wilayah hukum sektor Mangkutana. 




Kelurahan Tomoni, Desa Wonorejo, 
Desa Kalaena kiri, Desa Sumber 
agung 
02 Pemukiman penduduk 
Wil. Kec. Tomoni, Wil.kec.Mangkutana, 
Wil.Kec.kalaena 
03 
Cafe cafe, warung miras 
tradisional 
Desa balaikembang, Desa Maleku, 
Kelurahan Tomoni 
05 
Tempat kost atau 
penginapan,wisma 
Desa bangun jaya, Desa Lestari, Desa 
Mandiri, Kelurahan Tomoni 
06 
Tempat objek wisata 
alam 





Desa Mandiri, Desa Wonorejo 
Sumber : kantor Polsek Mangkutana 2017 
Dari data sasaran patroli kepolisian sektor mangkutana dilakukan 
pada waktu tertentu dengan mewaspadai potensi gangguan yaitu 
45 
kondisi/situasi yang merupakan faktor stimulan/pencetus/embrio 
gangguan keamanan yang berpotensi besar akan tumbuh menjadi 
gangguan nyata keamanan;  
2. Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara 
(TPTKP) 
Dalam pelaksanaan Patroli Kepolisian oleh anggota patroli yang 
bertugas yang pertama kali melihat secara langsung menemukan suatu 
kejadian segera mengamankan korban, pelaku, saksi, barang bukti dan 
Tempat Kejadian Perkara (TKP) sampai Polisi yang berwenang 
mendatangi dan mengolah TKP guna proses hukum selanjutnya. 
3. Tindak Pidana Ringan ( TIPIRING)  
Kepolisian sektor Mangkutana melakukan Tipiring dalam hal 
Tertangkap tangan, Petugas sabhara yang menangani pelanggaran 
Tipiring melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang terjadi, 
mengamankan tersangka dan barang bukti, melakukan pemeriksaan 
terhadap tersangka dan saksi. Pengendalian dalam penanganan 
Pelanggaran Tipiring berada pada Kepala satuan Sabhara dan Kasat 
Sabhara melaporkan secara tertulis. 
4. Tindakan Represif terbatas 
Tindakan represif terbatas yang dilakukan ketika ditemukan 
ganguan KAMTIBMAS  guna memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat, melindungi keselamatan orang, harta benda dan 
Masyarakat. 
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1 Curanmmor 17 4 
2 Penipuan 5 1 
3 Pengaiayaan 16 13 
4 Pengrusakan 2 2 
5 Perzinahan 1 1 
6 KDRT 5 5 
7 Pencabulan 5 5 
8 Penggelapan 3 2 
9 Pencurian 9 6 
10 Pengancaman 1 1 
11 Jambret 2 1 










JUMLAH 71 45 
Sumber : kantor Polsek Mangkutana 2017 
Dari data Gangguan Kamtibmas tahun 2016 diatas menujukan 
bahwa dari berbagai jenis kasus dan jumlah kasusyang mengganggu 
keamanan dan keteriban masyarakat di wilayah POLSEK Mangkutana. 
Fungsi patroli hadir dalam Pelaksanaan represif terbatas oleh 
petugas patroli ketika terjadi ganguan Kamtibmas di wilayah hukum sektor 
Mangkutana dalam peristiwa perkelahian yang sering terjadi di tempat 
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pesta pernikahan dalam kesenian Dero maka petugas patroli hadir 
melakukan penindakan represif awal dengan melakukan tembakan 
peringatan. 
Adapun data laporan jenis kegiatan patroli yang di laksanakan oleh 
Polisi sektor Mangkutana, yaitu :  
1. Patroli Roda Empat / Roda Dua (Turjawali) 
Dalam pelaksanaan patroli roda empat (mobil) dan roda dua 
(motor) untuk mencapai sasaran dan menanggulangi dari segala situasi 
gangguan Kamtibmas secara kuantitatif, kualitatatif dan prioritas 
melakukan tindakan preventif dan upaya penyelenggaraan Kamtibmas 
diwilayah Polsek Mangkutana dengan prinsip kehadiran polisi berseragam 
ditengah tengah masyrakat. 
Patroli ini dilakukan dengan menggunakan motor dan mobil.  
dilaksanakan dengan jumlah personil 6 (enam) orang personil, 4 personil 
petugas patroli dengan mobil dan 2 motor dengan 4 personil petugas 
patroli. Dalam pelaksaan Patroli bermobil dan Patroli motor melalui Route 
didaerah rawan, objek khusus, dan dilaksanakan pada jam rawan tindak 
kejahatan yakni jam 02.00-04 siang hari pada dan malam hari diatas jam 
10. pelaksanaan patroli ini dilaksanakan sesuai program kerja kepolisian 
sektor Mangkutana. 




Tabel 4 : Data  Tertangkap Tangan tahun 2014-2016 dalam Patroli 
TURJAWALI di wilayah hukum Polisi sektor Mangkutana 
 
 








Pencurian Ringan 1 
Penganiayaan 5 











Membawa memiliki sejata 
tajam(tanpa izin) 
2 
Sumber: kantor Polsek Mangkutana 2017 
 
Dari hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim dari kasus 
tertangkap tangan oleh petugas Patroli dalam kasus penganiayaan dari 
tahun ketahun  sering ditemukan, yang  melatar belakangi yaitu Minuman 
keras atau biasa di sebut Ballo dan yang memicu terjadinya penganiayaan 
2. Patroli Premanisme 
Dasar pelaksanaan patroli premanisme berdasarkan Undang- 
undang pokok kepolisian negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 
dan program kegiatan POLRES Luwu Timur  dan juga program kegiatan 
Polsek Mangkutana. Melaksanakan tugas aksi Nasional pembersihan 
Preman. 
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Tabel 5 : Pelaksanaan Patroli Preman Tahunan Fungsi Sabhara 
Polsek Mangkutana 
 
Sumber : kantor Polsek Mangkutana 2017 
3. Patroli Pengaturan Lalu Lintas Roda Dua / Empat 
pelaksanaan fungsi patroli pengaturan lalu lintas roda dua dan 


















Desa Kalaena kiri 



















Wil. Kec. Tomoni 
Wil.Kec. Mangkutana 



































sasaran patroli ini di tempat tempat rawan kemacetan dan rawan 
kecelakaan lalu lintas. Dilaksanakan setiap hari dengan rute pasar sentral 
Tomoni Kecamatan Tomoni dan pasar Wonorejo dengan melakukan 
pengaturan, penertiban, dan Penindakan lalu lintas bagi para pengendara 
yang ugal-ugalan, balapan motor oleh geng motor. kehadiran polisi di 
tempat kegiatan masyarakat itu terasa aman dan terlindungi dan aktivitas 
masyarakat dapat berjalan dengan aman dan lancar. 
4. Patroli Pengawalan 
Fungsi patroli pengawalan yaitu dengan melakukan pengawalan 
ditempat tempat acara kemasyarakatan, pengawalan Jenazah 
kepemakaman dan juga pengawalan dalam pesta pernikahan patroli polisi 
juga hadir dalam menindak para pemabuk akibat minuman minuman 
keras (ballo), atau membuat kekacauan dalam pesta pernikahan. 
 
B. Faktor  faktor apakah yang menjadi penghambat patroli Polisi 
Sektor Mangkutana  
1. Kurangnya personil kepolisian sektor Mangkutana  
Jumlah penduduk wilayah hukum Polsek Mangkutana berjumlah  
68.463 jiwa  dengan jumlah personil kepolisian wilayah hukum 
Mangkutana berjumlah 31 anggota kepolisian, melihat perbandingan 
jumlah penduduk dan polisi yang bertugas di Polsek Mangkutana adalah 
31:68.463. data tersebut menunjukan bahwa rasio penduduk dan polisi di 
Kecamatan Mangkutana adalah 1:2208 hal ini menunjukan jumlah 
kepolisian yang bertugas di Mangkutana masih kurang sehingga dapat 
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menghambat atau mengurangi efektifitas kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan. 
Penulis juga memawancarai kepala Kanit Intel Piter Pata 
mengatakan bahwa dalam melakukan patroli tidak hanya unit Sabhara 
yang melakukan tetapi semua baik dari unit INTEL, RESKRIM, BIMNAS, 
juga mengambil peran dalam melaksanakan patroli ini karena terbatasnya 
jumlah personil kepolisian. 
Tabel 6: data jumlah personil kepolisian sektor mangkutana.  


































Jumlah 31 personil kepolisian 
Sumber : kantor Polsek Mangkutana 2017 
2. Kurangnya Dana Operasional patroli ( bahan bakar ) 
Pelaksanaan patroli dilakukan setiap hari oleh anggota kepolisian 
sektor mangkutana pada waktu-waktu rawan dan daerah-daerah rawan 
kejahatan, mobilitas angggota polisi dalam berpatroli hanya dengan 
menggunakan mobil dan motor.  
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Dalam wawancara penulis dengan Kanit Sabhara AIPTU Sumantri 
mengatakan bahwa kurangnya dana operasional untuk bahan bakar dan 
juga terkadang lambat diterima oleh kepolisian sektor Mangkutana 
sehingga terkadang menjadi penghambat dalam berpatroli. 
3. Perlengkapan patroli kurang memenuhi 
Kurangnya fasilitas perlengkapan dalam polisi sektor mangkutana 
menjadi salah satu kendala dalam berpatroli. Dalam melakukan mobilitas 
untuk berpatroli masih kurang diperlengkapi dengan Motor dan mobil, 
dimana wilayah hukum Mangkutana yang meliputi 4 wilayah kecamatan 
yang sangat luas sehingga kurang efektif dalam melakukan patroli.  
Penulis mewawancari Kanit Sabhara AIPTU Sumantri  
mengatahkan bahwa kerena kurangnya perlengkapan motor dan mobil 
sehingga kadang Patroli polisi menggunakan motor pribadi untuk 
melakukan patroli karena terkendala kurangnya jumlah perlengkapan dan 
juga tidak diperbaharui perlengkapan yang rusak.26 
Tabel 4 : data perlengkapan patroli Polsek Mangkutana. 
 
































Sumber : kantor Polsek Mangkutana 2017 
 
                                                          
26
Wawancara dilakukan dikantor POLSEK Mangkutana pada tanggal 22 maret 2017 
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4. Masyarakat kurang proaktif 
masyarakat kurang proaktif dalam membantu kepolisian dalam 
menanggulangi  kejahatan dan partisipasi masyarakat kurang malaporkan 
setiap kejadian atau keadaan yang dapat mengancam keamanan dan 
ketertiban dalam masyarakat.  
Dalam wawancara penulis dengan salah satu anggota Sabhara 
Daud Rasa mengatakan kebanyakan masyarakat merasa bahwa ketika 
melaporkan takut berurusan dengan kepolisan dan takut untuk dipanggil 
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Wawancara dilakukan dikantor POLSEK Mangkutana pada tanggal 22 maret 2017 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis  di kantor 
kepolisian sektor Mangkutana seperti yang telah di jelaskan diatas, maka 
penulis simpukan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Patroli dalam penanggulangan kejahatan di wilayah 
hukum Mangkutana dijalankan sesuai dengan petunjuk teknis 
patroli  yaitu Menjelajah daerah, route dan sasaran  yang telah 
ditentukan serta  melihat kemungkinan adanya kerawanan, 
Melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara 
(TPTKP), Tindak Pidana Ringan ( TIPIRING) dan tindakan Represif 
terbatas. Adapun 4 jenis pelaksanaan kegiatan yaitu Patroli roda 
dua dan roda empat (Turjawali), patroli Preman, patroli pengaturan 
lalu lintas roda dua dan roda empat, patroli pengawalan. Patroli 
Turjawali ini lakukan rutin setiap hari  dengan mendatangi setiap 
tempat rawan terjadinya kejahatan. begitupun patroli Preman yang 
dilakukan kepolisian dengan pembersihan preman yang 
meresahkan masyarat. Patroli pengawalan dengan mendatangi 
setiap kegiatan kegiatan masyarakat dengan menindak yang 
membuat kekacauan. 
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2. Beberapa faktor yang menghambat kepolisian sektor Mangkutana 
dalam menanggulangan kejahatan (1) kurangnya jumlah personil 
kepolisian yang bertugas di Polsek Mangkutana. (2) kurangnya 
dana operasional dalam berpatroli karena mobilitas dalam 
melakukan patroli hanya mengunakan motor dan mobil dan juga 
terkadang lambatnya masuk dana oprasional. (3) perlengkapan 
patroli kurang memenuhi. (4) masyarakat kurang Proaktif dalam 
membantu kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan. 
 
B. Saran 
Menarik dari kesimpulan pada pemaparan dari bab sebelumnya  
dan juga kesimpulan yang telah disebutkan diatas, penulis memberikan 
saran sebagai berikut : 
1. Polsek Mangkutana telah melaksanakan fungsi Patroli tetapi dalam 
pelaksanaan belum maksimal dalam hal kurangnya biaya 
operasional dalam melakukan  patroli dan juga lambatnya masuk 
dana operasional. Penulis menyarankan agar  kePolisian sektor 
Mangkutana lebih memperbaiki sistem administrasi keuangan 
dalam rangka memaksimalkan kerja polisi. 
2. Seluruh lapisan hendaknya berpartisipasi dengan pihak kepolisian 
dalam upaya penangulangan kejahatan terutama upaya preemtif 
dan preventif untuk menekan tingginya angka kejahatan khususnya 
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